BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO -

PERATURAN BUPATI BOALEMO
' NOMOR & Tauuw 2019
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERA.H KABU"PATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN _
2019 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA o
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

o _   BUPATI BOALEMO |
: -Ménimbahg' T a_; ‘bahwa berdasarkan ketentuan ‘Pasal 48 Peraturan Daerah
D e ___'Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak -
__ Keua;lgan dan Administratif lepman dan - Anggota Dewan_ |
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, Penjabaran

Peraturan Daerah akan ditetapkan me1a1u1 Peraturan Kepala_
: Daerah ' ' |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dirriaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl Boalemo'

__-.tentang Pelaksanaan Peraturan: Daerah Kabupaten Boalemo . -
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admmlstratif |
i  : leplnan dan Anggota Dewan Perwalnlan Rakyat Daerah '.
| ..Kabupaten Boa]emo ' '

Mengmg.;::ttawm»ﬂ-*"“"'”i“"~i Undang—Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan "

LATTH i"‘f” 5.“‘55,{:‘ %Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubhk Indonesia -

N S

e *‘_’“‘ e 1Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan  Lembaran Negara
‘ ' Republik Indonesia Nomor 3899)' sebagaimana telah diubah
adeng,an Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang_

Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
) éepubhk Indones1a Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan
v '"*“"““‘"”Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

' Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik

WE erubahan atas Undang-Undang Nomor 50 -Tahun - 1999 _




Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara.n Negara

~ 'Republik Indonesm Nomor 5234), _ : _

|  _3. '.Undang-Undang Nomor 17 ’I‘ahun 2014 tentang Ma_]ehs.

_ Permusyawaratan Rakyat, Dewa_n Perwakilan _D_aerah, dan -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepuBlik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran. |

_ Negara Repubhk Indones1a Nomnor 5568); .

4, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan _
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587); sebagaimaila telah dinbah beberapa kali terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
'tentang Pemenntahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk

~ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara

R :Repubhk Indonesza Nomor 5679),-

5. " Peraturan Pemerintah - Nomor - 109 '_T_ahun 2000 tentang '_
"'__-Kediidukan 'K.euangan' 'K.e'pala Dearah dan Wakil .Kepa]'a'_: |
Daerah . (Lembar Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000
' .Nomor 210 tambahan Lembara_n Negara Republlk Indonemas

Nomor 4028); ' ' '

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

" Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

_ Negara Republlk Indonesia Nomor 4578}; :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak_'
- Keuangan dan. Administratif Pn'npman dan Anggota Dewan -
-_Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhki_f'
" Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, ‘I‘ambahan Lembaran
'.Negara Repubhk Indonesia Nomor 6057);. L _

8. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaga_lmana
“telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri .'
 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua -
~ Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
’I‘entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Repubhk Indonema Tahun 201 1 Nomor 310);

4
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9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
| _tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara_
Republlk Indonesm Tahun 2015 Nomor 2036}); L
10, -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 ’I‘ahun 2017_-.-'
tentang Pengelompokan kemampuan keuangan dacrah serta
| -=pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana - 'Operasional'
~ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); -

MEMUTUSKAN :

~ Menetapkan ~~ :* PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PELAKSANAAN

| . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3

TAHUN 2017 TENTANG - HAK KEUANGAN = DAN
ADMINISTRATIF ~ PIMPINAN = DAN = ANGGOTA = DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

| BAB1I _
KETENTUAN UMUM
o N Pasal 1
'.Dalam Peraturan Bupat1 ini, yang dimaksud dengan :
1.. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. _Kepala Daerah adalah KepaIa Daerah Kabupaten Boalemo -
3 'Dewan Perwakilan - ‘Rakyat Daerah yang selan_]utnya disingkat DPRD adalah 5'
Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo. :
4. Pemerintah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah sebagal unsur'
- _.penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan.
L pemerintahén yvang menjadi kewenangan daerah otonom.
ERREE- T P1mp1nan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakﬂan Rakyat'
" Daerah Kabupaten Boalemo. o
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah Kabupaten
"~ Boalemo. :
7. ‘Pimpinan sementara DPRD; adalah Pimpinan sementara sebel_um ditetapkan o
| . Pimpinan deﬁmtwe o
: 8. -_Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dlsmgkat APBD"_.
' -a_.dalah rencana’ keuangan tahunan pemerlntahan daerah dltetapkan dengan
Peraturan Daerah. | :
9. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapa;i Dewan Perwakilan Rakyat
) Daerah Kabupaten Boalemo,r yang terdiri atas -Pimpiﬁan_ Dewaﬁ, Badan‘:

Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan

/




'Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan/ Panitia lain yang akan dibentuk
berdasarkan ketentuan perundang—undangan | '

10. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD_yang bersifat tidak tetap
dibentuk = oleh Dewan PefWakilan Rakyat ‘Daerah ‘Kabupaten Boalemo

berdasarkan peraturan peruﬁda'_n.g-undangan | |

©11. Komisi adalah pengelompokkan Anggota Dewan Perwak11an Rakyat Daerah

Kabupaten Boalemo

| 12. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi Dewan Perwalﬂlan ‘Rakyat Daerah Kabupaten
Boalemo. . _ _

13. ..Panitia khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia khusus yang
dibentuk_ oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo untuk
pémbahasari halQhaI bersifat khusus.

14. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Boalemo :

15. Sekretarls DPRD “adalah Sekretans Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Boalemo

| L | BAB II )
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA
| | PENGABDIAN PIMPiNAN DAN ANGGOTA DPRD
_ Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
_ Pasal 2
' (1). Penghasﬂan lepman dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya

dibebankan pada: '
a.. APBD, meliputi :

L uéng representasi

2. tunjangan keluarga

3. tunjangah beras

4. uarig paket

5. tunjangan jabatan

6. tunjangan alat kelengkapan; dan

- 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
~b. 'Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
~1. Tunjangan komumkam insentif; dan
2. Tunjangan reses.
(2) :Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan

.

peraturan perundang-undangan.



Paragraf 1.
Uaﬁg Repre:se.iitasi
| ‘Pasal 3 o o
| _(1); =Uang representa31 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka
B | d1benkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. ' "
- {2). Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gajl pokok Bupatl Yaltu sebesar
| Rp. 2. 100 OOO (dua _]uta seratus ribu rupiah). -
| '(3).' Uang representa31 Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari .
. uang representase Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 1. 680 000 (satu juta enam
| ratus delapan puluh ribu rupiah). ' '
(4). Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
| 'uang representa31 Ketua DPRD yaitu sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta limai
3 ratus tujuh. puluh hrna nbu mplah) R
| _ Paragraf 2
: Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
_ . Pasal 4 | _ .
(1) Tun_]angan keluarga dan tunjanga.n beras sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2
. ayat. (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dlbenkan setlap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD _ _
"(2)  Tunjangan keluarga dan tun_]angan beras sebagalmana dunaksud pada ayat (1],' '_
. berupa tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak. |
(3) Tunjangan. keluarga .dan tunjangan beras bagi mepman dan Anggota DPRD
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya sama dengan
_ tunjangan keluarga . dan tunjangan beras bag1 pegawa1 Aparatur Slp11 Negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan '

~ Paragraf 3
Uang Paket
_ - . Pasal 5 . .
_'(1): ' Uang paket sebagaunana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 -

'dlbenkan setiap bulan kepacla Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % o

_ (sepuluh persen) dari uang representas1 yang bersangkutan _
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dunaksud pada ayat (1}, yaJtu
‘a. Ketua DPRD, sebesar Rpt 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah); |
b, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 168. 000 (seratus enam puluh delépan ribu
rupiah); ' | - | S
| c._. Anggota DPRD sebesar Rp Rp 157 500 (serétus_ ]jtﬁa 'i)uluh tujlih lima

1

o _ratus ruplah),




(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 4
- Tunjangan Jabatan

Pasal 6

) _Tunjangan. Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a .
~ angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145

% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang béfsangkutan
Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima r1bu
‘rupiah}; | . _
b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,- (dLia juta empat ratus tiga puluh

enam ribu rupiah); | | | o L
c. Anggota DPRD, sebesar pr. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh
tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); |

o Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
' Pasal 7

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sébagaima.ﬁa

- dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan

* Musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah,

badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

Tunjangan alat kelengkapah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dengan ketentuan untuk jabatan: R

a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjai:lgan jabatan Ketua
DPRD atau sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga

~ ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); ,

b. Wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan Ketﬁa DPRD, atau
sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh
rupiah); ' '

" ¢. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD '

atau sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus

rupiahj;

.' d. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau |

- selama alat kelengkapan lain berbentuk dan melaksanakan tugas dengan

'besaran yang sama dengan ketentuan pada ayat (2).

sebesar Rp 91.350,- (Sembllan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah); .

Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

é




(1)

@

_ .masa sniang dalam 1 (satu) tahun

@3

Ne)

@

- Paragraf 6
‘I‘unga.ngan Komun1ka31 Intens1f dan Tun_}angan Reses _
Pasal 8 -

.___Tun_]angan KomunlkaSJ, Intensﬁ' sebagajmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1)'
‘huruf b angka 1 diberikan setlap bulan kepada leplnan dan Anggota DPRD' '
- untuk peningkatan kmexja |
Besarnya tunjagan komumkasx intensif ~sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_-
_ _adalah 3 (Uga) ka.h Uang Representam Ketua DPRD yaltu sebesar Rp
6.300. 000 (ena.m juta tlga ratus ribu rupiah) setiap bulan o

Pasal 9

‘Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2  B
‘diberikan setlap melaksanakan reses kepada P1mp1nan dan Anggota DPRD.

Keglatan reses sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dﬂaksanakan 3 (t).ga) kali -

.Besarnya tun_]angan reses . sebagalmana dmlaksud pada ayat (1) adalah 3 (tlga)._‘ |
- kali Uang Representa31 Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp 6.300. 000 (enam juta

- | "t1ga ratus rlbu ruplah) setlap kah pelaksanaan reses.

Bagian Kedua _

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

~Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :

a. jaminan kesehatan;

'b.. jaminan kecelakaan kerja;

“c.-. jaminan kematian; dan

_d.'_‘ pakalan dinas dan atribut:

_Selaln tunjangan kesejahteraan sebagalmana dlmaksud pada ayat [1) Pi_mpinan

D DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa

- Rumah Negara dan perlengkapannya;

. b -Keric_iaraaii dina_s jabatan: dan

c. - Belanja rumah tangga.
Selain tunjangan kesejahteraan sebagaiméné dimaksud pada ayat (1}, anggota
DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :

Rumah Negara dan perlengkapannya, dan

- b. ’Iun_langan transportas1




(1)

Paragr_af_ 1 |
Jaminan Kesehatan
Pasal 11 |

Jarmnan kesehatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, _

o d1benkan dalam bentuk juran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosml

@

Kesehatan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Jaminan- kesehaj;an sebagmmana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk

_ _ﬁ__istn / suarm dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan o

o (3).

;Selam jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan -

... Anggota DPRD disediakan pemenksaan kesehatan yang bertujuan untuk'_

4

_'-mengetahm status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang' '
=d1ber1kan oleh Badan Penyelenggara Jamman Sosial Kesehatan
: Pemenksaan kesehatan - sebagalmana dimaksud pada ayat (3] ddaksanakm1 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dllakukan d1 dalam negen serta txdak:

- termasuk isteri/suami dan anak.

' :--__:.-__-(.1') :

(2)

(2)

-Paragraf 2 _
Jamman Kecelakaan Kerja
: _ o Pasal 12 _ _ _
lepman dan Anggota DPRD diberikan Jamman kecelakaan kelja dan Jamman.
kernatIan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan L
Syarat dan tatacara pemberian _]amman kecelakaan ker_}a dan jaminan. kematlan."
sebagannana dimaksud pada ayat {1), dﬂaksanqkan sesuai dengan ketentuan
perundmg—undangan
Paragraf 3
Pakalan Dinas dan Atribut
Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atnbut
Pakauan dinas dan atribut sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.. Pakalan Slpll harian dlsedlakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun masmg—

masmg

1 Pimpinan DPRD sebesar Rp 2.250.000 (dua Juta dua ratus hma puluh

ribu ruplah) per pasang.
2 Anggota DPRD sebesar Rp 1.750.000 (satu Juta tu_}uh ratus hma puluh
ribu ruplah] per pasang.

b.. Pakzuan Slpll resrm dlsedlakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun rnasmg—

masmg

1. P1rnp1nan DPRD sebesar Rp 2 500 000 (dua juta lima ratus nbu ruplah)

per pasang



L] t
1

2 Anggota DPRD sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus hma puluh nbu_ -
rupiah) per pasang o _
o c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalarn 5 (hrna] tahun
| 1 P:mpman DPRD sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta mplah) per pasang
- 2. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000 (lim Juta ruplah) per pasang
- d. " Pakauan dlnas harian lengan panjang ‘disediakan’ 1 (satu) pasang dalam 1'
 (satu) tahun masmg—masmg _
1. lepman DPRD sebesar Rp 2.000.000 (dua Juta ruplah) per pasang
) --2 Anggota DPRD sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh
nbu rup1ah) per pasang : .
el _Pakauan yang bercirikan khas daerah d1sed1aka_n 1 (satu) pasang dalarn 1.
(satu) tahun masmg—masmg _ : F
1. lepman DPRD sebesar Rp 2.500.000 (dua juta 11ma ratus rlbu rup1ah]
. "'per pasang ) .. | .
2. Anggota DPRD sebesar Rp 2 250.000 (dua Juta dua. ratus lnna puluh r1bu
| _rup1ah) per pasang

_ _ _ Paragraf 4 _ -
Tunjangan Rumah Negara, Kendaraan Dinas dan Tunjangan
B - Transportasi
_ . ) _ Pasal 14 _ . § y
(1] Ketua DPRD dlsed1akan 1 {satu) Rumah Negara beserta perlengkapannya dan 1
(satu) unit: kendaraan Dlnas Jabatan ' ' - : _
(2}  Wakil Ketua DPRD dlsedlakan masmg-masmg 1 (satu] umt kendaraan Dmas o
_."_Jabatan ' L -
(3) Belanja pemehharaan rumah Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan-f
. dmas Jabatan sebagalmana dlmaksud pada ayat ( } da.n (2] dxbebankan pada_ R
'APBD. -
" (4 -P1mp1nan DPRD dzbenkan blaya operasional kendaraan dmas berupa
.' a. Bahan Bakar Mlnyak masmg—masmg S
1. Ketua DPRD pahng ba.nyak 600 (enam ratus) hter perbulan, |
2. ‘Wakil Ketua DPRD, sebesar 500 (lima ratus) hter perbulan dan R
b. Pelumas sesua1 dengan kebutuhan.
' | Pasal 15

- _ _Anggota DPRD dlbenkan tunjangan rumah Negara, masmg-masmg

a.- Anggota DPRD sebesar Rp 10.000.000,- [sepuluh Juta ruplah) perbulan
dlpotong PPh pasal 21;




(1)

(2)

(1)

(1)

{3)

Pasal 16

Dalam hal lepman DPRD ‘berhenti atau berakhlr masa balkti, rumah Negara
dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dlkembahkan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 [satu) bulan ‘sejak
tanggal berhentl atau berakh1rnya masa bakti.

Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah Negara dan periengkapannya
berhentl atau berakhlr masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya wajib
dlkembahkan dalam keadaan baik kepada Pemenntah Daerah pahng lambat 1
(satu) bulan se_]ak tanggal berhenti atau berakhlrnya masa bakti

Pasal 17
Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sesuai standar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulannya.
Tun_jangan tranportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp
9. 000 000 (sembﬂan juta rup1ah) per bulan dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 18
Bagl suar.m “dan/atau 1ster1 - yang menduduki jabatan sebagal pimpinan
dan/ atau anggota DPRD pada DPRD Boalemo  haya. d1ber1kan salah satu

tun_]angan rumah Negara

.Bag1 leplnan dan Anggota DPRD yang suami atau isterinya menjabat sebaga1

Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan Tunjangan Rumah Negara.
Bag1 P1mpman dan Anggota DPRD yang d1berhent1kan sementara tidak d1ber1kan

tunjangan rumah Negara dan tunjangan transportasi -

Paragraf 5
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Pasal 19

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf c
disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD
Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk
memenuh1 kebutuhan minimal ‘rumah tangga dengan mempertlmbangkan
kemampuan keuangan daerah
Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan
rincian Ketua DPRD Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu
rupiah) per bulan Wakil Ketua Rp 25.500.000 (dua puluh lima _]uta lima ratus
ribu ruplah) perbulan



®)

(1)

pada ayat 1 -

.i._.

_ Ketentuan mengenau standar kebutuhan m1mmal rumah sebagalmana dimaksud
_ pada ayat 3 dﬂaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-_

- undangan

Dalam hal pimpinan DPRD txdak menggunakan fasﬂltas rumah Negara dan _ |

perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaumana d1maksud '

_ - Bagxan Ketiga
o Uang Jasa Pengabdian Pimpman dan Anggota DPRD
' Pasal 20

'lepman atau Anggota DPRD yang memnggal dunla atau rnengakhm masa

baktmya dlbenkan uang Jasa pengabdlan '

@

Besaran uang jasa pengabdlan sebagaimana dlmaksud pada ayat 1 dlsesualkan .
dengan masa bakti lepman dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: _ |
‘a. Masa bakti kurang dari atau sampal dengan 1 (satu) tahun, d1ber1kan uang
‘jasa pengabdian sebesar 1 (satu} bulan uang representa31 masmg-masmg '
1. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000 {dua juta seratus ribu rup1ah) _
2, Wak11 Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000 (satu Juta enam ratus delapan
._ puluh rlbu ruplah)
3. Anggota DPRD, sebesar Rp 1.575. 000 {satu Juta hma ratus tujuh puluh

lima nbu ruplah)

b, Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, dlbenkan uang jasa pengabdlan 3

sebesar 2 (dua) bulan uang representative masmg—masmg

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus nbu rupiah)

2 Wakﬂ Ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000 (Uga Juta tha ratus enam puluh
nbu ruplah)

3. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.150.000,- (tlga Juta seratus lima puluh ribu
ruplah]

“Masa bakt1 sampa1 dengan 3 (tiga) tahun, dlbenkan uang _]asa pengabd1an

sebesar 3 (tlga) bulan uang representas1 masing-masing:

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tlga ratus ribu ruplah)

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040. 000 (hrna Juta empat puluh rlbu
ruplah)

3. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.725. 000 - (empat juta tu;uh ratus dua
puluh hma ribu ruplah)

d.- Masa bakt1 sampai dengan 4 (empat) tahun dlbenkan uang Jasa pegabdlan

sebesar 4 (empat] bulan uang representa31 masmg masmg

1 Ketua DPRD sebesar Rp 8.400.000,- - (delapan Juta empat ratus r1bu
ruplah)



2 Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6. 720 000 (enam juta tujuh ratus dua-._
| puluh ribu ruplah) . o R
3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (enain' juta tiga ratus ribu rupiah) .

. e Masa bakti sampai dengan 5 (lima} tahun, dlbenkan uang jasa pengabd1an

| sebesar 5 (llma] bulan uang representasi. . -
1 'Ketua DPRD sebesar Rp 10. 500.000,- (sepuluh Juta hma ratus ribu rupla.h)
2. jWak:d Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000 (delapan _]uta empat ratus ribu
| B rupiah) N | |
. 3. Anggota DPRD sebesar Rp 7. 875 000,- (tuju_h Juta d'elapan_ ratus tujuh
o puluh lnna nbu ruplah) o | |

. .Dalam hal leplnan atau Anggota DPRD menmggal duma uang Jasa'
R pengabdlan sebagalmana- dimaksud ' pada - ayat. (2) diberikan kepada ‘ahli

- warisnya,

Pernbayaran uang jasa pengabdian d11akuka.n setelah yang bersangkutan'

dlberhentlkan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—

_ undangan

(1).

‘Dalam hal lepinan dan Anggota DPRD dlberhentlkan dengan tldak hormat

- tldak dlbenkan uang Jasa pengabdian,

- BAB I
BELAN JA PENUNJAN G KEGIATAN DPRD
Pasal 21
Belanja penunjang: keglatan DPRD disediakan . untuk mendukung kelancaran‘ '

fungm, tugas dan wewenang DPRD berupa '

a. program terdlrl atas :

1. penyelenggara:m rapat;
_2 kunjungan kex:}a, '

'3 pengkajlan penelaahan, dan penyiapan perda; - _

.4 peningkatan kapas1tas dan profeswnalisme sumber daya manu51a d1

llngkungan DPRD;
- 5 koordlnasu dan konsulta31 keglatan pemermtahan dan kemasyarakatan, dan N

6. program laln sesual dengan fungsi, tugas, dan Wewenang DPRD

'b. dana operasmnal lepman DPRD;

c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;

: .__d penyedlaan tenaga ahli fraksi; dan
e belanja Sekretariat Fraksi.




. A
L] 6. h

" (2).Belanja penunjang kegiatan' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan rencana. kelja yang ditetapkan - sesua1 dengan ketentuan peraturan

| perundang-undangan '
Paraegraf 1
Ku'njuﬁgah Kérja'

| | | | Pasal 22 - S .
_ (1) Kunjungan kelja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungs1, dan wewenang DPRD

- dilaksanakan di dalam dan luar Provinsi, . o o

(2) B1aya perjalanan dinas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

ketentuan Peraturan Bupati terkait.

Paragraf 2 o .
_ Pengka_]mn, pe:ralaahan, dan penyiapan Perda
Pasal 23 -
(1) .'Dalam hal melaksanakan tugas, fung81 dan wewenang pembentukan Perda usul'
| DPRD d1sedzakan anggaran penyusunan Naskah Akaderms _ '
'(2). Anggaran naskah akademls sebagmmana dimaksud pada ayat (1), dltetapkan-

berdasa_rkan ketentuan perundang-undangan -

_ Paragraf 3 _
Pemngkatan Kapas1tas dan Profeswnahsme Sumber Daya Manu31a
Pasal 24 ,
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan
N kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia. ' '
ot Peningkatan kapas1’cas dan profesmnahsme sumber daya manusia sebagalmana _.
| .dlmaksud padd ayat (1) dapat berupa : ' ' . ) _
a Semmar/ pend1d1kan dan pelatlhan/blmbmgan tekms workshop, yang dapat: o
E dnkutl oleh seﬁap Anggota Frak31 masmg-masmg 1 (satu) kali dalam 1 (satu)_ |
3 _tah un. : | o . |
o b. In House Training, yang dlperuntukkan bag1 setlap alat kelengkapan DPRD 1 o
B (satu) kali dalam (satu) tahun dan ' N
e - Outbond yang dlperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 1 [satu) kal1.._ _
| ~ dalam 1 {satu) tahun. | |
'(3)' Pimpinan dan Anggota yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf b dlbenkan dukungan bhiaya sesuai dengan - alokasi
anggaran yang tersedla )
| (4) Blaya akomodas1 dan perjalanan dinas luar daerah sebaga.lmana dunaksud pada"

ayat (3) , menglkutl b1aya peljalanan dinas luar daerah dengan berpedoman pada

,

ketentuan Peraturan Bupatl



s "-'___[S) "Biaj;r'a outbond se'bagajmana d.ima.ksud' pada' ayat (2) huruf ¢, mengikuti .biaya
| _perjalanan dinas- dalam daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan
Bupatl | | |
Paragraf 4
Dana Operasional lepman DPRD
Pasal 25
(1] Dana operasmnal Pimpinan DPRD sebagalmana dzmaksud dalam Pasa.l 21 ayat (1)

- huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk
'menunjang keglatan operasmnal yang berkmtan dengan representasi, pelayanan,
dan kebutuhan lam guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakﬂ
Ketua DPRD sehan hari, L

- {2) Dana operasmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) masing-masing dilakukan
set1ap bulan dengan ketentuan

- a. 80 % (delapan puluh persen) dlbenkan secara seckaligus untuk semua biaya

atau dlsebut 1umsum dengan nnc:1an sebagai berikut :
L _Ketua DPRD, sebesar Rp 3 360 000 (tiga juta tlga ratus enam puluh ribu
_ . ruplah) _ _ ,
- 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp 2.016. 000,- (dua juta enam belas ribu
" rup1ah) | o o |
_' b.: 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasmnal lainnya
- dengan. rincian sebagaimana berikut
1. Ketué DPRD, -sebesar. Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu
" rupiah). | "
2. =‘V_\'J'a_]:{i'l Ketﬁa DPRD, sebesar Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah).
S Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan
S perriberia_n sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak digunakan sampai dengan
- akh1r '.téhun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas
umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
@) D_ana_' operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pn'badi, ‘
.-_kelo:rnpok, dan/ atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas

manfaat, efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas.

- Paragraf 5
Kelompok dan _Ti:_il Ahli -

Pasal 26

(1) Untuk menunjang kinerja DPRD serta mendukung kelancaran tugas dan fungsi

DPRD,Sekretaris DPRD dapat menyediakan kelompok pakar atau tim ahli.




s (2] Kelompok pakar atau tun ahh sebagamlana dlmaksud pada ayat (1) pahng banyak_' :

| | 3 {tiga) orang untuk setlap a_lat kelengkapan DPRD. o

. .'(3} Kelompok pakar atau tim ahh alat kelengkapan DPRD diangkat dan d1berhent1kan R

- dengan keputusan Sekretans DPRD sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan | . B

_. '(4) Pembayaran kompensasi bag1 kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD . -

. dldasarkan pada kehadlran atau kegiatan tertentu DPRD dan clapat dﬂakukan

dengan harga satuan orang han atau orang bulan. _
_(5) Ketentuan mengenal besaran kompensasn kelornpok pakar atau tun ahll alat

| kelengkapan DPRD- d1tetapkan 'dengan Keputusan Sekretans _DPRD dengan
memperhatzkan standar keahlian sebagai berikut ;

a. Tlngkat kuahﬁka31 kellmuan tertmgg1 ( Guru Besar ) dengan kategon ahli :

. b, ’I‘mgkat kuahﬁka31 keilmuan biasa ( SI / 52 ) dengan kategon pratama o .
- (6) Kelompok pakar atau tlrn ahli alat kelengkapan DPRD sebagajmana dlmaksud_-_i_.

- pada ayat (1) dapat dukutsertakan pada keglatan kun_;ungan kerJa konsulta31 dan:._

e koordz_n_am dengan sta_ndar blaya perj]ala_nan dinas Golongan IIl ASN.

S Pasal 27 - - o
(1) Untuk menunjang tugas dan fungs1 fraksi, disediakgn ‘tenaga ahli fraksi :
R berdasarkan keahhan dan kebutuhan fraksi. | B L "
o _(2) Tenaga ahh frak81 sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 )-_ditetapkan deng'an' B
| keputusan Sekretans DPRD." : ' S

(3) Ketentuan mengenai ‘besaran kompensasi tenaga ahli fraksi dltetapkan dengan

keputusan Sekretarls DPRD dengan memperhankan standa_r keahhan sesuai.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
| o | ~ BABIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

o . ' ~ Pasal 28 L _
| .(1) Punplnan atau Anggota DPRD yang dlberhentlkan sementara oleh pejabat yang'
o berwewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undang tetap .
_d1ber1kan hak keuangan dan adrmmstratlve berupa uang representa31, uang'___'-
' paket tunJangan keluarga tunjangan beras, Janunan kesehatan, dan Jammani
N kematlan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan _ |
K (2) Dalam hal P1mpman DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tlga puluh) han |
dan dlangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang
sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas
P1mpman DPRD dzberlkan hak keuangan dan adnnmstratwe yang dlpersamakan.
dengan pimpinan DPRD deﬁmtwe yang dlgantlkan terh1tung muleu tanggal 1 (satul

o bulan berlkutnya |




e | ' KETENTUAN PENUTUP |
o Pasal 29 " _
(1) Penghasﬂan dan tun_}angan kesejahteraan leplnan dan Anggota DPRD dlbenkan
terhltung sejak Peraturan Daerah chundangkan
(2) Dalam hal Anggota DPRD ma31h menggunakan kendaraan dmas, maka kepada
anggota DPRD tidak d1ber1kan tun_;angan transportasi. '
Pasal 30
' Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. _
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

-ini dengan penempatahnya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta _
s 4 Januari 2019

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
‘Pada tangkal 4 Januari 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

' HUSAIN A. :ANGO

: (BERITA D RAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR ?[l})



